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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat
Karena Isteri Murtad di Pengadilan Agama Mojokerto (Study Kasus No. Perkara:
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr)” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk
menjawab pertanyaan: Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim
Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri
murtad? mengapa dalam amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.
0494/Pdt.G/2011/PAMr tidak menggunakan fasakh karena riddah tetapi
menggunakan talaq ba’in sughra? Dan bagaimana analisis terhadap putusan majelis
hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat karena isteri
murtad?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui
studi kepustakaan serta didukung data lapangan dengan teknik dokumentasi dan
wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode
deskriptif analistis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data
yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam putusan Nomor:
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talag bain
Sughra perceraian karena isteri murtad, dengan dasar Pasal 19 huruf (b ) Peraturan
Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan h) Salah satu pihak
meninggalkan pihak lain dan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dan peralihan
agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah
tangga.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putuskan perkara cerai gugat karena
isteri murtad, hakim PA Mojokerto menggunakan amar putusan falaq bain sughra
adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan majelis hakim
PA Mojokerto berpedoman pada “Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2010” yang
belum direvisi oleh Mahkamah Agung dan tidak menggunakan ketentuan dalam
pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut
terhadap perkawinan yang batal (fasakh) karena salah satu pihak murtad. Jadi Amar
putusan perceraian yang alasannya discbabkan karena riddah (murtad) adalah fasakh
bukan talag ba’in sughra.

Dari kesimpulan tersebut, hendaknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam
memperimbangkan dan memutuskan setiap perkara termasuk dalam perkara cerai
gugat karena isteri murtad. Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak
yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya
masalah ini dapat diselesaikan dengan benar schingga tidak membawa akibat
terhadap perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat
diri antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah
pihak untuk meujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa
kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.'

Dalam Undang-undang No.l tahun 1974 pasal | tentang perkawinan
ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara scorang pria
dengan scorang wanita sebagai calon suami isteri untuk membentuk keluarga
yang kckal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. katan lahir
batin di sini mengandung maksud perkawinan adalah kebahagiaan materi dan
spiritual, jiwa dan raga serta dunia akhirat. Di samping itu, dijelaskan pula
dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau misagan gafizan untuk menaati perintah Allah
dan mclaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk  mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*

' Soemiyati, Hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1997),

2 Impres No.1 Tahun 1990, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.
1



Apabila rumah tangga itu sudah tidak ada lagi keselarasan schingga terjadi
perselisihan, pada akhirnya mengakibatkan penderitaan disebabkan karena salah
satu pihak tidak menyadari dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka syara’
maupun perundang-undanngan memperbolehkan melakukan perceraian, jika
perceraian itu merupakan salah satu jalan terbaik bagi pasangan suami istri.
Meskipun begitu, perlu dinyatakan bahwa dengan mensyariatkan perceraian
dalam suatu perkawinan, bukan berarti bahwa agama Islam menyukainya.®

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW.:

-2

Bl oy 5 i e

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talag.™

Perceraian adalah hilangnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri
sehingga isteri tidak lagi halal untuk dicampuri oleh suaminya.” Menurut hukum
perdata, perceraian adalah hapusnya perkawinnan karena adanya putusan hakim
atas tuntutan dari suami atau isteri.’

Perceraian baru dapat dilakukan atau dilaksanakan apabila ada alasan-

alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan agama,

3 Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang,
2004), 158.

4 Sulaiman, Ab Dawud, Sunan Aba Dawud, Juz 11, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Iimiyah, 1996),
120

5 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakaha, 1, ( Jakarta: Kencana, 2003), 192.

6 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 42.



sebagaimana yang termaktub dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan

No.1 tahun 1974 yang berbunyi “untuk melakakukan perceraian harus ada alasan

bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.’

Beberapa alasan penyebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam
yaitu karcna melanggar ta’lik talag, khuluk, fasakh, fahisah, ila’, dzihar, li’an,
dan murtad.® Adapun alasan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
pasal 116:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan
lain scbagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

¢c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

g. Suami melanggar taklik talak

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.’

Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah, yaitu apabila
suatu pcrkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya, kemudian salah

satu pihak atau keduanya pindah agama, misalnya dari agama Islam keagama

7 Undang-Undang RI No.l Tahun 1974, Undang-undang Pokok perkawinan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 38-39.
* Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. !

Tahun 1974 dan KHI). (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 135
® Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Isfam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 36.



non Islam, maka hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan
hidup rumah tangga yang terbina dan bahkan dapat menimbulkan perceraian.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat a/~-Bagarah ayat 221:

o

’ of - o‘ozz o f ot _’ o s o dor. s 08 f/‘t £ o‘} 2 . - o"Jo s oz -
|}’"§‘Jyj("§:‘>";‘_}3)$§j"‘:"‘p"fﬁ‘*‘f}‘u\'}df}igj""t‘;l"(f“”d‘})",{‘yj
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Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

mercka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimyu. dan

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mercka beriman. Sesungguhnya budak yang

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

mereka mengajak ke necraka, sedang Allah mengajak ke surga dan

ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran.

Mcnurut hukum Islam, jika scorang perempuan yang tclah berstatus isteri
pindah agama (murtad) dari agama Islam ke agama lain, sedangkan suaminya
tetap mcmeluk agama Islam maka perkawinan tersebut batal demi hukum.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas tentang
alasan-alasan perceraian karcna murtad, tetapi dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 1 9 hanya dijelasakan tentang alasan-

alasan pcrceraian.'! Meski dalam Undang-undang tidak diatur secara tegas

10 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan terjemahnya, 43.
"' Direktorat Pembinaan Badan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan

Agama Islam Departemen Agama Rl, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan
Peradilan Agama, (1.t t.p, 2001), 164



namun Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang masuk karena
sesuai dengan tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa,
menerima, mengadili, membuktikan dan memutus perkara.'

Dalam skripsi ini persoalan yang dituangkan penulis adalah persoalan
murtad dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam tetapi salah
satu pihak telah murtad ketika dalam perkawinan tersebut. Dari fenomena di atas
penulis ingin meneliti tentang persoalan murtad. Hal ini penulis angkat karena
murtad merupakan suatu hal yang bersifat sensitif, dan amat terkait dengan
perkawinan beda agama. Salah satu kasus yang dijadikan bukti adalah Putusan
Pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto yang berawal dari
adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama “Yustitic Tri Hartini”
yang kemudian berkedudukan sebagai penggugat dengan seorang laki-laki
bernama “Ali Mustofa bin Moestaqim” yang pada kasus ini, berkedudukan
sebagai tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan
pernikahan secara Islam, bahwa sebelum menikah penggugat beragama Islam,
sedangkan tergugat beragama Islam, tetapi sebelum nikah penggugat beragama
kristen, saat di dilaksanakan akad nikah Penggugat dan tergugat beragama Islam.
Namun setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun penggugat da tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat kembali ke

agamanya yaitu Kristen.

2 Basiq Djalil, Peradifan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 141.



Dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan sebagai

berikut:

1. Mcngabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhakan falag ba’in sugra Tergugat ( Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin
Mocestakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini)

3. mcmbebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jika dalam suatu perkawinan secorang isteri telah murtad atau pindah
agama, maka perkawinan tersebut rusak (fasakh). Seorang hakim dalam
memutus suatu perkara itu juga harus berpedoman pada buku II yang
diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Untuk masalah cerai gugat karena murtad
dalam buku II sudah ditentukan bahwa amar putusan yang digunakan adalah
fasakh. Berangkat dari permasalahan-permasalan tersebut, penulis bermaksud
menganalisis tentang sebuah kasus cerai gugat karena isteri murtad di
Pengadilan Agama Mojokerto dengan perkara No.0494/Pdt.G/2011/PA.Mr yang
dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tidak
memutuskan fasakh karena riddah melainkan jatuhnya taldg ba’in sugrd dari
tergugat (suami) terhadap penggugat (isteri) karena murtad.

Dengan demikian masalah yang timbul akibat amar putusan yang

digunakan hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang cerai gugat karena isteri

13 Salinan Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA. Mr, 9



murtad suatu masalah yang menarik untuk penulis bahas serta dituangkan dalam
skripsi ini. Oleh karena itu, maka disini penulis tertarik ingin menganalisis
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan
perkara Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tentang cerai gugat karena isteri
murtad dan amar putusan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Mojokerto
No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tidak menggunakan fasakh karena riddah tetapi
menggunakan falaq ba’in sugra . Permasalahan tersebut akan penulis bahas
secara khusus pada skripsi ini, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam
Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad di Pengadilan Agama Mojokerto (

Study Kasus No. Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr)”.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di atas, maka penulis

mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Dasar hukum perceraian.

2. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara cerai karena murtad.

3. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam
memutus perkara perceraian karcna isteri murtad

4. Amar putusan yang digunakan Pengadilan Agama Mojokerto No.
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tentang cerai gugat karena murtad tidak

menggunakan fasakh karena riddah tetapi menggunakan faldq ba’in sugra.



Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah
yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut
ini:

1. Dasar pertimbangan maijelis hakim pengadilan Agama Mojokerto dalam
memutus perkara perceraian karena isteri murtad.

2. Amar Putusan yang digunakan Pengadilan Agama Mojokerto No.
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tentang cerai gugat karena murtad tidak

menggunakan fasakh karena riddah tetapi menggunakan ta/dq ba’in sughrs.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas,
kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:
l. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama
Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad?
2. Mengapa dalam amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.
0494/Pdi.G/2011/PA Mr tidak menggunakan fasakh karena riddah tetapi

menggunakan faliq ba’in sughra?

Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah



dilakukan oleh pencliti lain sebelumnya schingga diharapkan tidak adanya

pengulangan materi secara mutlak.

Scperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan
skripsi diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul Pindahnya Agama sebagai Alasan Pembatalan
Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No.l Tahun 1974 dan Hukum
Islam Tahun 2005) dari judul tersebut penulis membahas tentang dasar
hukum pembatalan perkawinan akibat suami pindah agama (murtad) yang
terdapat pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1974."

2. Skripsi yang memakai judul Penyelesaian Perceraian Bagi Suami Isteri yang
Pindah Agama Beserta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri Malang. Yang mana dalam penelitiannya hanya membahas
pada awal melakukan perceraian hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan
Negeri tidak mempersoalkan apakah mereka belum atau sudah pindah agama,
asalkan terjadi perselisihan yang tidak bisa untuk mendamaikan lagi maka
besar kemungkinan dijatuhkan putusan perceraian oleh hakim."

3. Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif yang berjudul “Studi Komparatif

Konsep Imam Hanafi dan Imam ahmad Ibn Hambal tentang Pemberian Hak

I‘Mujaya.nah, Pindahnya Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Study Komperatif
antara UU No.l thn 1974 dan hukum Islam). Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas
Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

"“Masdukha, Penyelcsaian Perceraian Bagi Suami Isteri yang Pindah Agama Beserta Akibat
Hukumnya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Malang, Skripsi pada jurusan Ahwal as-
Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.
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Asuh Anak terhadap Isteri Murtad”. Menyimpulkan bahwa dalam konsep
Imam Hanafi , pengasuh anak anak (hadin) tidak disyaratkan beragama Islam,
karena itu isteri yang murtad tetap berhak mengasuh anak dengan suaminya
yang muslim. Sedangkan dalam konsep Imam Ahmad Thn Hambal, pengasuh
anak disyaratkan beragama Islam sehingga isteri murtad gugur haknya untuk
mengasuh anak '°

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Iddah Isteri
Murtad”. Peneliti membahas tentang apabila isteri murtad, hal ini dapat
menghalangi suami untuk mencampuri sebelum ia kembali kepada Islam,
sehingga perbuatan murtad disebut dapat dikategorikan scbagai sikap nusyuz,
dengan demikian gugurlah kewajiban seorang suani untuk memberikan
nafkah iddah bagi isteri yang murtad."’

5. Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Iddah Wanita
Muslim Akibat Murtadnya Suami.” Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa
status hukum perkawinan seorang wanita yang suaminya murtad adalah
terfasakh. Masa iddah wanita yang perkawinannya terfasakh adalah sama

dengan masa iddah taliq."®

'® Arjuna Ari Nugroho, Studi Komparatif Konsep Imam Hanali dan Imam ahmad Ibn Hambal
tentang Pembcerian Hak Asuh Anak terhadap Isteri Murtad, Skripsi pada jurusan Ahwal as-
Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

'" Rodliyah, Tinjauan Hukum Islam terdapat Natkah Iddah Isteri Murtad, Skripsi pada jurusan
Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

'®  Zaniyatul Muhibah, Perspektif: Hukum Islam Terhadap Iddah Wanita Muslim Akibat
Murtadnya Suami, Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
Surabaya, 2002. :
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Adapun fokus pembahasan skripsi ini berbeda dari kelima skripsi di atas,
meski ada kesamaan tentang perkara murtad, namun fokus pembahasan penulis
adalah mengenai dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam
memutuskan cerai gugat karena isteri murtad dan isi amar putusan yang tidak
menggunakan fasakh karena riddah melainkan menggunakan faldq ba’in sughrd

dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.

Tujuan Penelitian
Scsuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian perlu
mengetahui satu persatu dari rumusan masalah diatas diantaranya sebagai
berikut:
1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad.
2. Untuk  menganalisis amar putusan Pengadilan Agama No.
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tidak menggunakan fasakh karena riddah tetapi

menggunakan jalaq ba'in suglira

Kegunaan Hasil Penelitian
Scsuai dengan tujuan pembahasan tersebut diharapkan hasil penulisan ini

dapat memberi manfaat dan kegunakan sebagai berikut:
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1. SecaraTcoritis
Penclitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang
ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan akademis serta
dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya
khususnya yang berhubungan dengan cerai gugat karena isteri murtad.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, dan
untuk dapat dijadikan pijakan khusus bagi para pengambil keputusan dalam

masalah cerai gugat karena murtad.

G. Definisi operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami
judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjclasan terhadap
judul. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad
di Pengadilan Agama Mojokerto ( Study Kasus No. Perkara:

0494/Pdit.G/2011/P A.Mi1. Sebagai berikut:
Cerai Gugat : cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang
diajukan oleh isteri, agar perkawian dengan suaminya
menjadi putus. scorang isteri harus lebih dahulu

mengajukan gugatan.'®

' Depag RI, Badan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat
islam, 2002), 6.
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Murtad : Seorang isteri yang dulunya menikah secara Islam
kemudian ditengah-tengah mengarungi bahtera rumah
tangga suami tersebut beralih agama menjadi agama
selain Islam.

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai
Gugat Karena Isteri Murtad di Pengadilan Agama Mojokerto ( Study Kasus No.
Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr) adalah menganalisa atau mengkaji sccara
mendalam tentang pertimbangan hakim dan amar putusan yang digunakan
hakim tcntang cerai yang dasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh

isteri karena isteri beralih agama di Pengadilan Agama Mojokerto.

. Metode penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih
memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang
sangat rclevan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Research.

1. Data yang Dikumpulkan
Data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data tentang cerai gugat karena isteri murtad yang ada dalam putusan
Pengadilan Agama dalam perkara Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.
b. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam

memutus perkara perceraian karena isteri murtad.
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¢. Data tentang murtad sebagai alasan perceraian.
2. Sumber Data
Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan
adalah:
a. Sumber data primer
- Salinan Putusan di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr
- Para Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto
b. Sumber data sekunder
Data yang diambil dan diperolch dari bahan pustaka dengan mencari
data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku,
majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.”
Dokumen-dokumen (berkas-berkas) serta buku-buku, sebagai berikut:
- Fiqih sunnah, oleh Sayyid Sabigq.
- Figih Munakahat, Abdul Rahman Ghozali
- Buku [l Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung
- Kompilasi Hukum Islam

- UURINo I Tahun 1974

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), 115.
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- UU RI Nomor 7 tahun 1989

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Yaitu dilakukan dengan cara menggali data melalui berkas-berkas
dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung
kepada responden yaitu para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto.
4. Teknik Analisis Data

Tcknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Tcknik deskriptif analistis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau
menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui,
kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sechingga dapat
memberikan secbuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan
mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto
dalam cerai gugat karena isteri murtad, kemudian dikaitkan dengan teori
dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, schingga
mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan

mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan
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perkara cerai gugat karena isteri murtad, dalil-dalil, dan aturan
pcrundang-undangan, untuk sclanjutnya dikemukakan kenyataan yang
bersifat khusus dari hasil riset terhadap Putusan PA Mojokerto tentang

cerai gugat karena isteri murtad, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan
Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan
hasil pcnelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan
scbagai berikut:

Bab ke satu : Merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar
belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan

Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua : Merupakan  landasan  teori  yang  berisi definisi
perceraian, scbab-sebab putusnya perkawinan, aiasan-alasan
perceraian, pengertian murtad dan status hukumnya.

Bab ke tiga : Merupakan hasil penelitian meliputi pemaparan deskripsi
hasil penelitian yang meliputi deskripsi perkara cerai gugat

karena isteri murtad, pertimbangan dan dasar hukum hakim



Bab ke empat

Bab ke lima
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PA Mojokerto dan putusan perkara cerai gugat karena isteri
murtad Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.

Merupakan bab analisis terhadap Putusan Pengadilan
Agama Mojokerto No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tcntang
Perkara cerai gugat karena isteri murtad dan analisis
putusan yang tidak menggunakan amar putusan fasakh
karena riddah.

Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan

dan saran-saran.



BAB II
TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN MURTAD

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli figih disebut ‘Yalag” atau “furgah”
Adapun falag ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian perjanjian.
Sedangkan furgah artinya bercerai yaitu bercerai lawan arti berkumpul.
Kemudian kedua kata itu dipakai oleh ahli figih sebagai salah satu istilah
yang berarti perceraian antara suami isteri.' Dalam istilah agama falaq
artinya melepas ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.’

Perkataan fa/ag dalam ilmu figih mempunyai dua arti yaitu arti yang
umum dan arti yang khusus. Dalam arti umum fa/ag adalah segala macam
bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami atau isteri, yang ditetapkan
oleh hakim, maupun yang jatuh dengan sendirinya yaitu perceraian yang
dikarcnakan salah satu pihak meninggal dunia. Sedangkan dalam arti

khusus, talag adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.’

' Soemiyati, Hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
1997), 103.
? Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Juz VIII Terjemah: Drs. Moh Thalib, (Bandung:PT.

Alma’arif, 1980), 9.
3 Socmiyati, Hukum Perkawinan Isiam, . .. , 103.

18
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Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan falag
adalah: “Ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi

salah satu sebab terputusnya pengadilan”

Dasar Hukum 7alaq
Dasar atau dalil disyariatkan falaq adalah al Quran dan sunnah. Dalam

al Quran Allah berfirman:

Co 1yl OF (S0 o ) 9oy s of 000 B2 s v
P 56 i 3,88 s W e 6 3,00 g o B O W s %A A0
o gl N300 55 5 GASE o6 ) 5,00 ol w i L vl
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Artinya : “Talag (vang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
/4 /) JJuK 1ag.
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang
Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah
kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum
Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.’(QS. al-Bagarah

ayat 229)*
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* Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahnya( Solo: PT Qomari, 2007), 45.
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Artinya: ‘“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mercka dapat
(menghadapi) iddahnya (vang wajar) dan hitunglah waktu iddah
itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mercka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji
vang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya
dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu
hal yang baru.” (QS. ath- talag: 1)’

Jika ikatan antara suami isteri demikian itu kokoh kuatnya, maka
tidak scpatutnya dirusak atau disepelehkan. Setiap usaha untuk
menycpelehkn hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci
oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan
suami isteri. Meskipun begitu, perlu dinyatakan bahwa dengan
mensyariatkan perceraian dalam suatu perkawinan, bukan berarti bahwa

agama Islam menyukainya.’ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah

SAW.:

-
zoT

GUL 5 5 S U el
“Pcrkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talag.”
Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau fa/ag itu sesuatu

yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Figh disecbut makruh.

8 .
Ibid., 816.
® Abdul Aziz Muhammad Azamdan Abdul Sayyed Hawas, Figh Munakahat penerjemah:
Abdul Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), 158.
7 Sulaiman, Aba Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 11, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah,
1996), 120.



21

Walaupun hukum asal fa/ag itu makruh, namun melihat keadaan tertentu,

maka hukum fa/aq itu adalah:

1. Talak Wajib, yaitu talag yang dijatuhkan oleh pihak hakam (juru damai)
dalam perkara syigag. yakni karena perpecahan antara suami isteri yang
sudah berat dan tidak dapat didamaikan lagi, dan hakam tersebut
menganggap bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar.

2. Talag Sunnah, yaitu falag yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah
keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah. Sedangkan suami
tidak ada kemampuan memperbaiki sama sekali seperti rusak karena
zina.

3. Talag Mubah, yaitu talaq yangterjadi hanya apabila diperlukan

4. Talag haram, yaitu falag yang terjadi tanpa adanya alasan yang jelas,

karena merugikan bagi suami dan isteri yang tidak ada manfaatnya.®

C. Sebab-sebab Perceraian
Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup
dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami isteri yang
bersangkutan.’Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan

kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat

¥ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah VIII, . . ., 12.
® Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. [ tahun 74
dan KH]), (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), 98.
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menerimanya, dan tidak ada jalan keluar lagi selain perceraian, maka
perceraian diperbolehkan.

Untuk memutuskan hubungan perkawinan harus terdapat sebab-sebab
vang dinerbolehkannya melakukan perceraian baik menurut hukum Islam
maupun menurut undang-undang. Sebab-sebab perceraian menurut hukum
[slam adalah sebagai berikut:
|. Talag

Talaq adalah putusnya perkawinan karena suami isteri sudah lepas
hubungannya atau masing-masing sudah bebas.'® Hak menjatuhkan talag
dalam Islam berada di tangan suami. Akan tetapi suami tidak bolch
menjatuhkan fa/ag secara sewenang-wenang terhadap isterinya. Karena
[slam menentang perceraian dengan sewenang-wenang, dimana seorang
lelaki yang telah berjanji akan hidup dengan seorang wanita dan telah
lama bersama akan meninggalkan dan menceraikan tanpa adanya alasan.

Suami tidak boleh menjatuhkan falag apabila istri sedang haid.
Untuk menjatuhkan fa/ag harus menunggu istri dalam keadaan suci

terlebih dahulu. Selain itu, suami juga dilarang menjatuhkan falag

19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: kencana, 200),
198.
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apabila suami telah bersetubuh dengan istri pada saat istri suci, karena
dikhawatirkan di dalam rahim sang istri telah terdapat janin."'

Talaq yang dijatuhkan oleh suami dapat berupa ucapan yang jelas
dan tegas (sarikh) atau menggunakan kata-kata sindiran (kinayah)."”
Contoh ucapan falag secara jelas dan tegas adalah "engkau aku talag
sckarang juga ", sedangkan contoh ucapan fa/ag secara sindiran adalah
"janganlah engkau mendekati aku lagi"."

Dalam Kompilasi Hukum [slam falag dibagi menjadi enam (6)
macam, yaitu:

a. Pasal 118 yang berbunyi:

“falaq raj’i adalah talag kesatu dan kedua, dimana suami berhak
merujuk selama isteri dalam masa iddah.”

Talaq raj’7 ialah talak yang memberi peluang kepada suami untuk
kembali (rujuk) kepada isterinya tanpa melalui nikahan baru. Talag

ini tanpa didahului tebusan ( wadh) dari pihak isteri."*

" Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, Terjemah: Zaini Ahmad, (Yogyakarta,
Gajah Mada Press, 1991), 35.

2 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta, Kencana, 2003), 194.

" Ibid., 195.

" Hasan Saleh, dkk, Kajian Figh Nabawi dan Figh Kontemporer, (Jakaerta: PT Rajawali
Pers, 2008), 322.
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b. Pasal 119 (1) yang berbunyi:
"talag ba’in sughra yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh
melakukan akad nikah baru dengan bekas suami, meskipun dalam
masa iddah.”
Pasal 119 (2) yang berbunyi: falaq ba’in sughra sebagaimana yang
tersebut pada ayat (1) adalah:

1) talaqyang terjadi gabla dukhul
2) talaq dengan tebusan atau khuluk
3) talaq yang dijatuhkan oleh pengadilan agama

c. Pasal 120 yang berbunyi:

"Talaq ba’in kubro adalah falag yang ketiga kalinya. Talag ini
tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali
apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah
dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul
yang habis masa iddahnya.”

d. Pasal 121 yang berbunyi:

"Talag sunni adalah talag yang dibolehkan, yaitu talag yang
dijatuhkan kepada isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri
dalam waktu suci saja.”

¢. Pasal 122 yang berbunyi:

"Talaq bid’i adalah falaq yang dilarang, yaitu falag yang
dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam
keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.”"®

"* Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 37.
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2. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata fa-sa-kha yang
berari membatalkan. Fasakh secara umum yaitu rusak atau tidaksahnya
salah satu rukunnya, atau sebab lain vang dilarang atau diharmkan oleh
agama.'® Pemutusan ikatan perkawinan dengan cara Fasakh melibatkan
tidak hanya dua pihak pengakad, suami dan isteri saja tetapi termasuk
pihak ketiga. Sehingga Fasakh itu terjadi karena kchendak suami,
kehendak isteri dan kehendak orang ketiga yang berhak.'’

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika
berlangsung akad nikah, dan ada hal lain yang datang kemudian dan
membatalkan kelangsungan perkawinan, yaitu :

a. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
yaitu : setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa isteri adalah
saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami, suami isteri
masih kecil, dan diadakannya akad nikah bukan oleh ayahnya.

b. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad, yaitu : suami atau

isteri keluar dari Islam atau murtad.'® Dan suami isteri tersebut tidak

'®" Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, . . . , 141.
""" Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 141.

"* Slamet abidin dan Aminuddin, Figh Munakshat II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),
35.
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mau kembali sama sekali ke agama Islam lagi. Maka akadnya fasakh
disebabkan kemurtadan yang terjadi.'®
Selain itu masih ada sebab-sebab lain yang dapat mengakibatkan
terjadinya fasakh, vaitu : karena penyakit belang kulit, karena gila,
penyakit kusta, karena adanya penyakit menular, karena ada daging

tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat bersetubuh,

impotcn.m

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat yaitu suatu
perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi
isteri pria yang mafqud.

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari
suami lain.

d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974

¢. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.

Pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri

murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

' Sayyid Sabiq, Figih Sunnah VIII, . . ., 125.
% Slamet abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat II, . . . , 74.
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c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikat
baik, sebelum keputusan pembatalan nikah perkawinan mempunyai
kekuatan hukum tetap.?!

3. Khuluw’

Khulu’ adalah talaq atau perceraian yang dikehendaki isteri karena
ia melihat suami melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhai Allah,
sedangkan suami sendiri merasa tidak perlu menceraikan isterinya oleh
karecnanya isteri dapat meminta kompensasi ganti rugi. Jika suami
menyetujuinya maka putuslah perkawinannya.2Khu/u’ itu merupakan
satu bentuk dari putusnya perkawinan, tetapi berbeda dengan bentuk lain
dari putusnya perkawinan itu, kAu/u’ terdapat uang tebusan, ganti rugi
atau ‘Ywadh.

Agar khulu'yang dijatuhkan menjadi sah harus memenuhi beberapa
syarat yaitu, Perceraian dengan K&hulu' harus dilaksanakan dengan
kerclaan dan persetujuan suami dan isteri, besar kecilnya jumlah uang
tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami dan
isteri. Dan apabila antara suami isteri tidak ada persetujuan tentang
biaya tebusan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama yang akan

menentukan besarnya uang tebusan tersebut.”

2! Inpres No.l tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, . . ., 22.
2 Hasan Salch, dkk, Kajian Figh Nabawi dan Figh Kontemporer, . . ., 323.
B Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, . . ., 111,



28

4. Li’an

Li'an berasal dari kata /a'ana, artinya laknat. Sedangkan menurut
istilah syara', /i'an adalah sumpah seorang suami di muka hakim bahwa
dia berkata benar tentang sesuatu vang dituduhkan kenada isterinya
tentang perbuatan zina.**

Apabila suami telah menuduh isterinya berzina, maka isteri juga
dapat menyangkal tuduhan suaminya tersebut dengan sumpah
kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami berdusta dalam
tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai
pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah jika suami
benar dalam tuduhannya.”’

Dengan terjadinya sumpah //'an maka terjadi perceraian. Dan
perceraian yang disebabkan karena /iam antara keduanya tidak bisa
menikah untuk selama-lamanya.?® Karena akibat /i’an adalah terjadinya

talag ba’in kubro.’

274.

2 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat II, . . ., 97.

? Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, . . . , 240.

% 1bid., 240.

27 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
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5. Zihar

Zihar adalah sescorang suami bersumpah, bahwa isterinya sama
dengan punggung ibunya.”® Apabila suami telah men-zihar isterinya,
maka suami haram untuk menggauli isterinva. Dan apabila suami ingin
menggauli isteri, suami harus terlebih dahulu membayar kafarat
Kafarat yang harus dibayar oleh suami adalah berupa memerdekakan
budak, berpuasa seclama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan
cnam puluh orang fakir miskin. Pembayaran kafarat ini adalah dalam
masa tenggang waktu empat bulan setelah suami men-zifar isteri.?

6. lla’

/la’ adalah bersumpah untuk tidak akan mencampuri isterinya,
yaitu berhubungan scksual dengan isterinya. Dia tidak mentalaq atau
menceraikan isterinya.”’ Beberapa contoh kalimat i/’ adalah demi
Allah saya tidak akan menggauli isteriku, demi kekuasaan Allah saya
tidak akan mencampuri isteriku selama lima bulan, demi Allah.saya
tidak akan mendekati isteriku selamanya.’'

Bagi suami yang meng-i/2’ isterinya, maka diwajibkan

menjauhinya selama 4 bulan. Apabila suami berbaik kembali kepada

% Mohd Idris Ramuly, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis, . . . , 143.

¥ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 177.
30 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), 111.

3! Abdul Rahman Ghazaly , Figh Munakahat, . . . , 234.
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isterinya maka suami wajib membayar kafarat sumpah karena telah
mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Kafarat sumpah
itu berupa menjamin makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada
10 orang miskin, memerdekakan seorang budak. Dan apnabila suami
tersebut tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka suami
berpuasa selama tiga hari berturut-turut.*

Dan apabila suami tidak mencabut kembali sumpahnya, hal ini
berarti suami menghendaki perceraian. Dan falag yang jatuh akibat li'an
harus dinyatakan dengan tegas oleh suami atau isteri mengadukan
kepada hakim, dan hakim akan menetapkan terjadinya perceraian.”

7. Taklik talag
Ta'lik talag adalah falag yang digantungkan terhadap terjadinya
suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. ** Ta'ik talag akan sah
apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu harus disandarkan pada sesuatu
yang belum ada, tetapi yang akan ada, sewaktu taik talag diucapkan
perempuan yang akan di fa/aq itu masih dalam ikatan perkawinan, suami
yang menggantungkan adalah suami sah dan yang akan di fa/aq adalah

isterinya.35

32 Ibid, h. 235-236.
33 Ibid,, 237-238.
3 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis, . . . , 135.

% Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim,
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 219.
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8. Syiqaq

Syiqaq adalah persclisihan. Menurut istilah fiqih, syigaq adalah
perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang Aakam, yaitu
scorang hakam dari pihak suami dan seorang Aakam dari pihak isteri.>®

9. Murtad (Riddah)

Murtad adalah berpaling dari agamanya. Apabila salah seorang dari
suami atau isteri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah
hubungan perkawinan mereka.’’

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 38
disebutkan bahwa: “Perkawinan putus karena tiga hal, yaitu kematian,
perceraian, putusan Pengadilan.”

a. Kematian
Kematian salah satu dari suami atau isteri secara otomatis
menjadikan ikatan perkawinan terputus.”® Putusnya perkawinan
karena salah satu pihak telah meninggal dunia yang akan
mengakibatkan adanya waris atas peninggalan yang meninggal. Dan

isteri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh langsung

3 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat II, . . . , 187.

%7 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, . . . , 147.

* Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, { Jakarta:
Kencana, 2010), 135.
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melaksanakan perkawinan dengan orang lain melainkan harus
menjalani masa iddah terlebih dahulu.*
b. Perceraian

Yang dimaksud putusnya perkawinan karena perceraian ini adalah
cerai talag, yaitu put usnya perkawinan yang terjadi atas permohonan
talaqg dari suami.*’

Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.*' Hal ini merupakan aturan yang
pantas agar suami tidak menjatuhkan fa/aq secara sewenang-wenang.

c. Putusan Pengadilan

Putusanya suatu hubungan perkawinan adalah berdasarkan
keputusan pengadilan. Artinya ialah suatu perkawinan karena suatu
sebab dan menjadi putus, maka putusnya harus didasarkan pada
putusan pengadilan. Dan telah memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya

perceraia11.“2

3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, . . . , 120,
 Arso Sastroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981),

4 Undang-undangPokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 12.
“2 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, ..., 152.
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Pengertian dan Dasar Murtad
Kata murtad berasal dari kata irtidad (5 ) berasal dari dasar radd yang

43

berarti mengundur, menolak atau mengembalikan.™® Dari segi bahasa,

murtad yang berasal dari kata irzadda (<5,) mempunyai arti raja’a dalam

bahasa Indonesia berarti kembali.** Dengan demikian murtad dari segi
bahasa adalah orang yang kembali pada perbuatan semula seperti kembali
menjadi kafir setelah beriman.

WIJS. Purwodarminto mengartikan murtad dengan tidak setia pada
agamanya, membuang iman.*’ Pengertian ini juga sesuai dengan arti istilah
agama dalam masyarakat awam di Indonesia. Sedangkan dalam
ensiklopedia nasional Indonesia disebut bahwa riddah adalah tindakan yang
dilakukan oleh seorang pemeluk Islam yang pindah menganut agama lain.
Orang yang melakukan riddah dikatakan murtad.*

Dalam kitab figh sunnah, Sayyid Sabiq menta’rifkan riddah atau
murtad dengan kembaii atau pulang dari jalan yang diialui. Yang dimaksud

oleh beliau adalah kembalinya seorang muslim yang berakil baligh dari

YAhmad Warsono Munawir, Kamus Munawir, Kamus Munawir Arab-Indonesia

Terlengkap, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buka Ilmiyah Pondok Pesantren al-Munawir,
1984), 486 .

M Ibid. 486.
4 wiJS. Purwodarminto, Kamus Umum bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982),

a6 Ensiklopedi Nasional Indonesia, Vol XIV, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), 220.
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Islamnya jadi kafir atas kemauan atau ikhtiar sendiri tanpa paksaan dari
siapapun.47

Dari beberapa definisi murtad yang diberikan oleh beberapa ulama’ di
atas, disimpulkan bahwa kebanyakan pakar dalam Islam sepakat untuk
memberi pengertian bahwa perkataan murtad mengarah kepada arti
kembalinya seseorang itu kepada kafir baik memeluk agama Islam maupun
tidak beragama sama sekali setelah mendapat hidayah dari Allah SWT
untuk menganut agama Islam.

Orang yang keluar dari agama Islam atau murtad adalah orang telah
melakukan dosa besar. Ini dapat dibuktikan apabila hukuman yang telah
ditcrima oleh pelaku juga berat. Hukuman yang berat diancam tidak dapat
dihindari dan merupakan suatu perkara yang pasti. Di dalam al-Quran allah
telah menjelaskan bahwa orang murtad akan mendapat siksa di dunia dan
mencrima adzab yang maha pedih di neraka dalam waktu yang abadi.
Firman Allah dalam surat a/-Bagaralr. 217 berbunyi
o 5 A g2 1 305 58 s 06 a0 s i e st
505 Yy S g T st Sl T piiy o el
A5 A5 e L 2 3T 1 1 o) 1K U 158 B SO

055 b b, el 2y 57T Gl 3 LA s g

*" Sayyid Sabiq, Figh Sunnah VolIX, Alih Bahasa oleh Moh. Thalib , (Bandung: Al
Maarif, 1984),159.



35

Artinya: mercka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. .
Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah,
(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya
dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat
fitnah lebilh besar (dosanya) daripada membunub. mereka tidak
henti-hentinva memerangi kamu sampai mereka (dapat)
mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran),
seandainya mercka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara
kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka
mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan
mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*®

E. Sebab-Sebab yang Menjadikan Seseorang Murtad

Adapun sebab-scbab terjadi murtad adalah:
1. Perbuatan ( Js3) sesecorang yang melakukan perpuatan yang
mengkafirkan, seperti sujud kepada berhala, menyembah bulan, batu, dan
lain-]ain.

2. Perkataan (J,%) seperti mencaci maki dan mengingkari kenabian

Muhammad, memusuhi dan mencaci maki Allah, para pemimpin Islam

dan para orang Islam pada umumnya.

* Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahnya, . . ., 42.
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3. Kcyakinan (wsslazst), seperti:menyakini alam kekal, Allah hudus, tidak

menyakini  al-Quran bahkan menganggap bukan seperti wahyu,
menghalalkan zina, minum arak dan lain-lain.*

Melihat dari sebab-sebab terjadinya murtad di atas, maka murtad
yang demikian itu adalah orang murtadyang semata-mata keluar dari agama
Islam. Kamal Mukhtar dalam bukunya “Murtad sebagai alasan perceraian
dari Pengadilan Agama” menulis bahwa ada 2 macam bentuk murtad, yaitu:
a. Orang murtad yang scmata-mata keluar dari agama Islam
b. Orang murtad yang di samping ia keluar dari agama Islam, ia juga

menentang kaum muslimin, sepertii memicu kerusuhan, ingin
melemahkan atau menghancurkan Islam dan sebagainya.™

Seorang muslim dianggap murtad adalah apabila hatinya terbuka
untuk menjadi kafir atau mengingkari apa yang seharusnya diketahui dalam
agama atau menghalalkan apa yang disepakati sebagai yang haram; seperti
perbuatan zina. Atau mengharamkan yang halal, memaki Rasul atau

mercmehkan salah satu Asma Allah.>!

* Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Jakarta: at-Thahiriyah, 1976), 420.

%0 Kamal Mukhtar, Murtad Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama,
(Yogyakarta: IAIN, 1990), 56.

5! Ibrahim Ahmad Muhammad al Waqfi, Apa Yang Menakutkan dari Syariat Islam,
(Jakarta: Insan Gemerlang, 2003), 126.
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F. Status Hukum Pernikahan Orang Murtad
Jika dalam suatu perkawinan salah seorang suami atau isteri berbuat
murtad, maka menurut pandangan ahli figh Islam, hal yang demikian ini
dapat membatalkan perkawinan yang berarti ikatan perkawinannya menjadi
putus demi hukum dan dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada.*?
Sehingga dapat dijadikan dasar bahwa murtad itu sebagai alasan untuk
bercerai.

e 40 1.

< 54 o B o® ‘l of - o - or o & IR 7
5, Uall 850 s AARN Fed B0 LG AU 2 S0 A0 By

Artinya: “Bila salah seorang dari suami-isteri murtad dari Islam dan tidak
mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan
kemurtadan yang terjadi.>

Seorang muslim menikah wanita muslimah kemudian isterinya itu
pindah ke agama kafir, ia boleh ditekan untuk kembali ke agama Islam

*  Hal ini

tetapi jika tidak mau maka ikatan perkawinannya difasakhkan.’
dapal diartikan bahwa setiap terjadi atau ada pasangan suami isteri yang

terdiri dari seorang mukmin dengan musrik, maka perkawinan itu

52 Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, “Tinjavan Yuridis tentang Perccraian karena
Murtad dan Akibat Hukumnya” , Crie Hariyanto, Jumal Studi Keislaman Vol VI, No. 2, ( Edisi
Oktober, 2004), 427. _

%3 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Beirut: Darul Fathil Li’ilamil arabi, 1990), 413.

** Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer I,

.. ,18.
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dinyatakan putus (terjadi perceraian), baik perceraian itu dengan keputusan
hakim atau fasakh ataupun dengan proses fa/aq.>

Apabila scorang percmpuan muslimah kemudian murtad atau kcluar
dari Islam, perempuan ini tidak lagi menjadi isteri yang sah. Maka
perkawinannya dengan suami yang muslim secara otomatis batal dan terjadi
perccraian.”® Ulama sependapat bahwa riddafmya atau murtadnya suami
atau isteri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Akan tctapi mereka
berbeda pendapat dalam pengelompokan apakah termasuk falag atau
fasakh.’” Menurut pendapat imam Malik, imam Syafi’i, imam Hambali dan
Abu Yusuf dari golongan hanafi dinyatakan bahwa perceraian tersebut
termasuk fasakh bukan falag. Dan menurut pendapat Muhammad Ibnu
Hasan, dan mazdhab Hanafi dinyatakan bahwa perceraian tersebut termasuk
fasakh jika suami memeluk agama Islam sedangkan isterinya yang murtad.
Akan tetapi apabila suami yang murtad, maka perceraian itu dihukum cerai
talag’®

Di Indonesia, putusnya ikatan perkawinan karena riddalmya seorang

suami atau isteri termasuk fasakh dan harus dilakukan didepan Pengadilan

%5 Kamal Mukhtar, Murtad Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama, 60.

% A. Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah), (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002), 177.

57 Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),
72.

% Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al Islamy wa Adillatuhu, (Addul Hayyi al-Kattani, dkk,
Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz IX), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 312-317.
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Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima ridda/mya seseorang jika
orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama
bahwa ia keluar dari agama Islam. Karena itu riddafmya seseorang yang
dilakukan diluar Pengadilan Agama tidak dianggap sah. >

Pada pasal 27 dinyebutkan “Apabila perkawianan telah berlangsung
kemudian terdapat larangan menurut hukum perkawinan atau peraturan
perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat
membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No.1/1974. Dengan demikian
karena masalah pindah agama (murtad) itu menjadi larangan menurut
hukum munakahat yakni hukum perkawinan dalam islam, maka sesuai
dengan kententuan pasal tersebut di atas perkawinannya harus segera
dibatalkan karena menurut hukum islam perkawinannya dianggap batal
demi hukum.

Dalam praktek peradilan jika pindah agama atau murtad dalam suatu
perkawinan tersebut maka difasidkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan
fasid dan perkawinan ini menjadi rusak dan dianggap putus sejak 14 hari

setclah ketetapan keputusan tersebut diputuskan oleh hakim.%

% M. jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian, . . . , 72.
% Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, “Tinjauan Yuridis tentang Perceraian karena
Murtad dan Akibat Hukumnya” , Erie Hariyanto, Jurnal Studi Keislaman Vol Vi, . . ., 430.
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Sebagaimana termuat dalam buku “Permasalahan Hukum Pada
Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar’iyyah Aceh”
yang merevisi buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2011 juga menielaskan untuk
kescragaman amar putusan tentang cerai gugat karena murtad

= 4= = 61
menggunakan amar putusan fasakh bukan falaq bain sughra.’

8! Mahkamah Agung Rl, Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se
Indonesia dan Mahkamah Syar’iyyah Aceh, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 10



BAB III

PUTUSAN NOMOR: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr. CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Mojokerto
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto kelas I-B yang berkedudukan di Jalan
Raya PrajuritKulon No.17 Mojokerto, Telp. (0321) 321097 Fax. (0321)
323352, alamat websitenya adalah http:/pa-mojokerto.go.id.  Secara
geografis, Pengadilan Agama Mojokerto terletak antara 7°33' Lintang
Selatan dan 122°28' Bujur Timur.

Batas-batas yang mengelilingi pemerintah daerah Tk. II Mojokerto

sebagai berikut:'

a. Scbelah Utara : Kabupaten Sidoarjo
b. Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
c. Sebelah Sclatan : Kabupaten Malang
d. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto
Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) diperbaharui UU No. 3

Tahun 2006 yang berbunyi bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari

'PA Mojokerto, Letak Geografis, dalam http.//www.pa-mojokerto.go.id/index.php, (25 April
2012)
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Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris,‘dim Jurusita.
Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam
melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, dibantu oleh Wakil Sekertaris
Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atan Sekretaris dalam bidang
administrasi perkara,

Dengan fungsi dan peran masng-masing sebagaimana Pengadilan Agama
yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas
kedudukan dan wewenang tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun
bagian Struktur Organisasi : Pengadilan Agama Mojokerto sesuai dengan

KMA/004/SK/11/1992tanggal 24 pebruari 1992 adalah sebagai berikut.

NAMA i JABATAN

Drs. I-Ii(ﬂlyat, SH | Ketua B
Drs. M._Asymuni, MH - ~ Wakil Ketua

Drs. M. Hayat, S.H.,M.H Hakim

Dra. Hj. Munhidlotul Ummah Hakim

Drs. H. Wachid Ridwan Hakim

Drs. Zainal Arifin, S.H.,M.H Hakim

Mugaddar, SH | Hakim

Drs. Chairul Anwar Hakim

Drs. H. Abd. Rasyid A Hakim

2 Drs. H. Wachid Ridwan, Wawancara, Mojokerto, 25 April 2012.
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Drs. Ah. Fudloli Hakim
Dra. Nurkammah Hakim
Abdus Syakur Widodo, SH Panitera/sekretaris

Sunjoto Imron, SH

Wakil Panitera

Taufiq, SH

Wakil Sekretaris

Umar Syagid, BA

Panmud Permohonan

Astutin, S.H

Panmud Gugatan

Supardi, S.H

Panmud Hukum

Ida Insani Qamriyah, S.H

Kepala Sub bag Kepegawaian

Laili Hidayati. Amd

Kepala Sub bag Keuangan

Achmad Romli, SH

Kepala Sub bag Umum

Drs. H. Muchlison, SH. MH

Panitera Pengganti

Siti Ulfah, SH

Panitera Pengganti

Dra. Farha Wakid

Panitera Pengganti

Sri Daryati, S.H

Panitera Pengganti

Moch. Dedy K, S.H

Panitera Pengganti

Farid Dahlan Jurusita
Afni Vina Afifah Jurusita
Alvia Agustina R, S.H Panitera Pengganti

Hadi Wiyoto, SH

Staf Panmud Gugatan
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Cahya Agung P, SH Staf Panmud Gugatan
Titah Athika A, SH Staf Panmud Gugatan
Siti Nurul Jannah Staf Panmud Permohonan
Kodim Staf Panmud Permohonan

Nur Kholis, SH

Staf Panmud Hukum

[ Ach. Anton Dwi. TJ Staf Panmud Hukum
Abidah, S.IP Staf KAUR Kepegawaian
Ach. Rizqi R Staf KAUR Keuangan
Abdul Hadi Staf KAUR Umum
Ahmad Adhim Staf KAUR Umum
Wiyanto ~ Staf KAUR Umum

M. Sodiq Staf KAUR Umum

Slamet Wulyono

Staf KAUR Umum

Sumber: Data Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2012

3. Wilayah Hukum

Adapun wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto kelas [-B yang

berkedudukan di Jalan Raya PrajuritKulon No.17 Mojokerto meliputi dua

wilayah yaitu Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto meliputi 17 kecamatan yang

terdiri dari 300 Desa dan 4 Kelurahan, yakni:3

* Wachid Ridwan, Wawancara, Mojokerto, 25 April 2012.
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a. Kecamatan Puri Terdiri dari 15 desa
b. Kecamatan Bangsal terdiri dari 22 desa
c. Kecamatan Gedeg terdiri dari 14 desa
d. Kecamatan Jetis terdiri dari 16 desa
€. Kecamatan Sooko terdiri dari 14 desa
f. Kecamatan Trowulan terdiri dari 16 desa
g. Kecamatan Kemlagi terdiri dari 20 desa
h. Kecamatan Dawarblandong terdiri dari 18 desa
i. Kecamatan Mojosari terdiri dari 4 kelurahan dan 15 desa
J. Kecamatan Pungging terdiri dari 19 desa
k. Kecamatan Ngoro terdiri dari 19 desa
. Kecamatan Kutorejo terdiri dari 16 desa
m. Kecamatan Dlanggu terdiri dari 16 desa
n. Kecamatan Gondang terdiri dari 16 desa
0. Keccamatan Jatirejo terdiri dari 19 desa
p. Kecamatan Pacet terdiri dari 20 desa
q. Keccamatan Trawas terdiri dari 12 desa
r. Kecamatan Mojoanyar terdiri dari 12 desa
Dacrah Tingkat II Kota Mojokerto meliputi 2 Kecamatan yang terdiri
dari 15 Kelurahan dan 3 desa, yakni:

a. Kecamatan Magersari terdiri dari 10 kelurahan
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b.  Kccamatan Prajuritkulon terdiri dari 5 Kelurahan 3 desa

4. Wewenangan Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan satu instansi pemerintahan di

bawah naungan Mahkamah Agung vang menangani hukum nerdata Islam.

Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto atau yang

biasa discbut dengan kewenangan absolut sesuai dengan UU No.7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU

No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

adalah:

Pasal 49:

Ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a.
b.

i.

B o o0

Perkawinan,
Kewarisan,
Wasiat,

. Hibah,

Wakat,
Zakat,

. Infaq,
. Shadaqah,

Ekonomi Syariah,

(2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf
b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
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mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli
waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.’

Sedangkan kompetensi (kewenangan) relatif Pengadilan Agama
Mojokerto adalah seluruh daerah yang berada di wilayah hukum (yurisdiksi)
Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana di atas.
B. Deskripsi Putusan PA Mojokerto Tentang Perkara Cerai Gugat Karena Istri
Murtad (No: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.)
1. Duduk Perkara (Posita) Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.”
Proses cerai gugat ini telah diajukan oleh isteri yang bernama Y ustitie
Tri Hartini al. Christiana Yustitie Tri Hartini, S.P.d umur 46 tahun,
pendidikan terakhir S1, agam islam. Pekerjaan PNS ( Dinas Pendidikan Kab.
Mojokerto), tempat tinggal di Perum Japan Raya V-13 RT.02 RW. 11 Desa
Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut
“Penggugat’,
Melawan Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin Moesiaqim berumur 56 tahun,
agama Islam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS(Guru MAN Mojosari),
tempat tinggal di perum Japan Raya V-13 RT.02 RW.l11 Desa Japan

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya di sebut Tergugat.

* Departemen Agama RI, Badan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam, 2002, 83
* Salinan Putusan Nomor : 0494/Pdt.G/201 1/PAMr, 1-2
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Dengan surat gugatannya tanggal 25 februari 2011 telah mengajukan
gugatannya tentang cerai gugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal
13 Oktober 1996, dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada
Kantor Pacet, Kabupaten Mojokerto, scsuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 291/11/X/1996 tanggal 14 Oktober 1996. Pada saat akad nikah
dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah
duda beranak 3 orang. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat,
bertempat tinggal dirumah milik Penggugat di Perum Japan Raya V-13
RT.02 RW.11 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto selama
14 tahun 4 bulan. Sclama perkawinan berlangsung, antara penggugat dan
tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dalam keadaan
ba’dadukhul dan dikaruniai 2 orang anak bernama: Galih Laksita Adi umur
13 tahun dan Nisa Yusfia Rahwa umur 8,5 tahun.

Semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam
keadaan rukun, semenjak 22 Desember 2005, antara penggugat dan tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat telah
kembali ke agama semula, dengan melaksanakan ibadah sebagaimana tata

cara beribadah pemeluk Agama Kristen Katholik.
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Akibat dari perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut,
meskipun penggugat dan tergugat masih tinggal serumah di rumah milik
penggugat di perum Japan Raya V-13 RT.02 RW.11 Desa Japan Kecamatan
Sooka Kabunaten Moiokerto, namun tidak melakukan hubungan badan
scbagaimana layaknya suami isteri selama lima tahun. Antara penggugat dan
tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga
penggugat, akan tctapi tidak berhasil, karena tergugat tetap pada sikapnya.
Dan penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai perundang-undangan
yang berlaku.

2. Tuntutan (Petitum)’

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat
kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutus
scbagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat

b. Menjatuhakan talaq bain Sughra Tergugat ( Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin
Mocstakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini)

c. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, penggugat

mohon putusan yang seadil-adilnya.

% Salinan Putusan Nomor : 0494/Pd1.G/2011/PA.Mr, 2-5
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Mcnimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
ocnggugat dan tergugat datang sendiri menghadap di muka persidangan.
Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan
tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum dibacakan gugatan penggugat, majelis hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi
dengan mediator Dra. Hj. Munhidlotul Ummah, Hakim Pengadilan Aga,ma
Mojokerto namun telah gagal atau tidak berhasil. Kemudian dibacakan
gugatan penggugat tesebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Terhadap gugatan penggugat terscbut, tergugatsebagai pegawai negeri
sipil telah diberi kesempatan yang cukup untuk memperoleh surat keterangan
dari pcjabat yang berwenang, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan
surat keterangan dimaksud belum dapat ia dapatkan selain itu ia tidak pula
menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat tclah dapat
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 874.2/ / 416-
208/2011 tanggal 14 Pebruari2011 tentang Pemberian Ijin Perceraian

Bagi Pegawai Negara Sipil. (P.1)
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Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Mojokerto, Nomor: 3516134512640001 tanggal 29 Maret 2011. (P.2)
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/11/X/1996 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet,
Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 Oktober 1996. (P.3)

Sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan

tidak keberatan. Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan.

Yaitu:

1.

Sadiasku Ellonia, S.Pd Binti Ensalagik, umur 46 tahun, agama Kristen,
pekerjaan PNS, tempat tinggal di Japan Raya, Kecamatan Sooko,
Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

teman dekat Penggugat

b. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik,

terakhir tinggal bersama dirumah milik Penggugat di Desa Japan,
Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto selama 14 tahun 4 bulan,

kemudian terjadi perpisahan hingga sekarang selama 5 tahun

c. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah

kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi
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Terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara penggugat dan
tergugat terjadi perselisihan karena diantara penggugat dan
tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah
beda agama, seiak bulan Desember 2005 Penggugta telah beralih
ke Agama Nasrani karenamerasa lebih damai dengan Agama
semula (Kristen Katolik) sedangkan Tergugat tidak bisa
menerimanya

[a telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada

para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaian.

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, penggagat mennyatakan

telah cukup dan membenarkannya, dan tergugat menyatakan tidak keberatan.

2.

Yunanik binti Setam, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di JI. Merak-Puskopad, Kecamatan Sooko,

Kabupaten Mojokerto, yang member keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

a.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
teman dekat Penggugat
Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik,

terakhir tinggal bersama dirumah milik Penggugat di Desa Japan,
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Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto selama 14 tahun 4 bulan,
kemudian terjadi perpisahan hingga sekarang selama 5 tahun

c. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah

kelihatan saling menguniungi atau berhubungan lagi

d. Terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara penggugat dan

tergugat terjadi perselisihan karena diantara penggugat dan
tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah
beda agama, sejak bulan Desember 2005 Penggugta telah beralih
ke Agama Nasrani karena merasa lebih damai dengan Agama
semula (Kristen Katolik) sedangkan Tergugat tidak bisa
menerimanya.

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, penggagat mennyatakan
telah cukup dan membenarkannya, dan tergugat menyatakan tidak keberatan.
Akhimya penggugat dan tergugat menyatakan telah cukup dengan
keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ini.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup
ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini.
Demikianlah deskripsi perkara tentang cerai gugat karena isteri murtad di

Pengadilan Agama Mojokerto
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C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam
Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad (No:
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.)

Dalam menyelesaikan setiap perkara, hakim harus henar-henar mengetahui
duduk perkara yang akan diperiksa, maka menurut hakim maksud dan tujuan
dari gugatan Penggugat seperti tersebut diatas.

Menimbang, Penggugat scbagai pegawai negeri sipil, scbagai staf pada
Satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, untuk melakukan
perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang wewenang. Hal mana
berarti gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didepan sidang
Pengadilan Agama Mojokerto telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI
Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana tersebut pada bukti P.1

Menimbang, Tergugat sebagai pegawai negeri sipil, sebagai guru pada
Madrasah Aliyah Negeri Mojosari Staf Honorer Kecamatan Bangsal, Kabupaten
Mojokerto, belum menyampaikan dan atau memperoleh Surat Kcterangan
Untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan isi

ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun



55

1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Thun 1990
tentang Pcrubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berarti intuk
beracara di Pengadilan Agama Mojokerto  Tergugat telah memenuhi ketentuan
tersebut.

Menimbang, Berdasarkan bukti P.1 telah ternyata penggugat bertempat
kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mojokerto berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Drs. H.
Wachid Ridwan atau Drs. Zainal Arifin SH, MHum, sebagaimana tersebut
diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01
Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.

Menimbang, Berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan
tergugat adalah suami istri yang sah. Menimbang, Gugatan Penggugat di
dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 5 tahun hidup bersama
rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena masalah beda agama, sejak bulan Desember 2005

Penggugat beralih Agama Nasrani karena merasa lebih damai dengan agamanya
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semula (Kristen Katolik) sedangkan Tergugat tidak bisa menerimanya, dan
akibatnya sckarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 5 tahun.

Mecnimbang, Dalam jawaban tergugat teclah membenarkan dalil gugatan
tersebut, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta
yang tetap. Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan
para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang
pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, Sejak perselisihan dan pertengkaran Pertengkaran tersebut
sampai dengan tahap akhir persidangan, sclama 5 tahun, tclah ternyata
Penggugat dan tergugat sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri atau
hidup berpisah, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus.

Menimbang, Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal terscbut telah
menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, Bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai misagan galizan
mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksudkan dalam Al-

Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Umdang Nomor | tahun 1974
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jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa
dicapai.

Menimbang, Fakta-fakta tersebut diatas telah menuninkkan bahwa
perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai
pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya
kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinnya, dengan demikian
penyelesian yang di pandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah
perceraian.

Menimbang, Pada dasarnya ajaran islam perceraian merupakan perbuatan
tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai
lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci
sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka
perccraian dibolehkan, sesuai doktrin hukum islam yang tercantum dalam kitab

Figh Sunnah Juz II halaman 248:
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Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai
kepada hakim bila terdapat lasan bahwa suaminya telah membuatnya
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menderita schingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan
suaminya, misalnya karena svaminya suka memukul, memaki atau
menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau
memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan
atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar
bukti atau pengakuvan svami dan istri telah tidak sanggup lagi
mempertahankan rumah tangganva, serrta hakim tidak mampu
mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talag satu bain
suami’.

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi
pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor | tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan h)
Kompilasi Hukum Islam, olch karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, Untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Repubilk
Indonesia Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan
Kepada Paniiera Pengadiian Agama Mojokerto untuk mengirim salinan putusan
ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
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maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili:

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat
Menjatuhkan falaq satu bain sughra Tergugat (Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin
Moestakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini al. Christiana Yustitie

Tri Hartini S.Pd)

. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk

mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 266,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikaian dijatuhkan putusan ini pada hari selasa tanggal 27 september 2011

Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah.’

Dari hasil wawancara penulis dengan majelis hakim yang memeriksa

perkara No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tentang cerai gugat isteri murtad yang

amar putusannya berbunyi falaq ba’in Sughra, mereka memberikan penjelasan

7 Salinan Putusan Nomor : 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, 5-10
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bahwa: “ Terkait dengan masalah tentang cerai gugat karena isteri murtad
dengan menggunakan amar putusan yang berbunyi falaq ba’in sughra itu karena
majclis hakim berpedoman pada buku “Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2010™ yang
menjelaskan tentang keseragaman amar putusan tentang cerai karena murtad
(keluar dari islam) berbunyi: “menjatuhkan ralag satu ba’in sughra.’

Para majelis hakim memutus falag yaitu karena selain murtad yang
menjadi alasan penyebab utama perceraian tetapi penyebab lain yang
mclatarbelakangi perceraian tersebut yaitu tergugat sudah berpisah selama 5
tahun dengan penggugat setclah terjadi percekcokan. Majelis hakim tidak
menitikbcratkan murtad sebagai alasan perceraian tetapi menggunakan
pertimbangan bahwa tergugat sudah berpisah selama 5 tahun. Dan majelis
hakim berpendapat intinya scmua perceraian baik itu fa/ag maupun fasakh
tujuannya sama tetapi akibat hukumnya yang berbeda. '

Perbcdaan akibat hukum antara falag bain sughra dan fasakh yaitu kalau
falaq bain sughra tidak boleh rujuk kembali tetapi boleh melakukan akad baru
dengan bekas suami, meskipun dalam masa iddah. Sedangkan fasakh makan

tertutup bagi keduanya utuk bisa rukun kembali meskipun dengan akad baru.''

* M. Hayat, Wawancara, Mojokerto, 11 April 2012.

® Mahkamah Agung, Buku II Pedoman Pelaksanaan Ti ugas dan Administrasi Pengadilan Dalam
Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2010,(Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), 153

' M. Hayat, Wawancara, Mojokerto, 11 April 2012.

" Wachid Ridwan, Wawancara, Mojokerto, 25 April 2012.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTO NOMOR: 0494/Pdt.G/2011/PA Mr. TENTANG CERAI
GUGAT KARENA ISTERI MURTAD

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama
Mojokerto Nomor: 0494/Pdt.G/2009/PA.Mr Tentang Cerai Gugat Karena Isteri
Murtad

Pengadilan Agama merupakan tempat yang berkompeten dalam halnya
memeriksa perkara gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1)
Undang-undang No. 3 tahun 2006, bahwa “Cerai gugat diajukan oleh isteri atau
kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
Pengugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa izin Tergugat.'Yang pada dasamya supaya keputusan
hakim benar-benar mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan perkara, maka
hendaklah hakim mengetahui duduk perkara gugatannya dan harus
mempertimbangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

istcri (penggugat) mengajukan gugatanya kepada suami (tergugat) karena
antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
penggugat telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen Katholik karena

penggugat merasa Akibat dari perselisihan antara penggugat tersebut, meskipun

! Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989
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penggugat dan tergugat masih tinggal scrumah di rumah milik penggugat namun

tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selama lima tahun.

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena isteri murtad, Majelis

Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran

antara suami dan isteri. Yang menjadi dalil istri dalam mengajukan perkara

perceraian. Dengan penilian dan pertimbangan sebagai berikut :

1.

2.

Para pihak sudah tidak dapat didamaikan

Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara perceraian,
hakim berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara
menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah

tangga.

. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk

umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara cerai gugat,

bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap kali persidangan.

. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara

berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan

pengugat dipersidangan, pemeriksaan saksi-saksi dan pembacaan putusan.

. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan olch

hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berperkara
ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila yang terlihat nyata dalam

sikap para pihak bahwa ketidak rukunan antara suami istri tidak terlalu parah
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maka Majelis Hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum
dapat dijadikan alasan perceraian. Karena itu pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang belum terpenuhi dibuktikan
dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak.

6. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan

7. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara perceraian,
hakim berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara
menaschati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah
tangga.

8. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk
umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara cerai gugat,
bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap kali persidangan.

9. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara
berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan
pengugat dipersidangan, pemeriksaan saksi-saksi dan pembacaan putusan.

10.Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh
hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berperkara
ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila yang terlihat nyata dalam
sikap para pihak bahwa ketidak rukunan antara suami istri tidak terlalu parah
maka Majelis Hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum

dapat dijadikan alasan perceraian. Karena itu pasal 19 huruf f Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang belum terpenuhi dibuktikan
dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai
cukup alasan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan agama mojokerto
tersebut didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor | tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (b dan h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Salah satu pihak
meninggalkan pihak lain dan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dan
peralihan agama atau murtad yang menycbabkan terjadinya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.”

Mecnurut penulis, hakim Pengadilan Agama Mojokerto kurang
memperhatikan pasal lain yaitu pasal 75 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikat baik, sebelum
keputusan pembatalan nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.?

2 Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 22.
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B. Analisis Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:
Nomor: 0494/Pdt.G/2009/PA.Mr Tentang Cerai Gugat Karena Isteri Murtad

Dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pekara cerai

gugat karena isteri murtad No. 0494/Pdt.G/2011/Pa.Mr memutuskan sebagai

berikut:

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat
Menjatuhkan talag satu ba’in sughra Tergugat (Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin
Moestakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini al. Christiana Yustitie

Tri Hartini S.Pd)

. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk

mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 266,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Dalam perkara mengenai cerai gugat karena isteri murtad yang penulis

teliti, majelis hakim Pengadilan Agama mojokerto mengadili dan memutus

perkara dengan menfalag bain sughra gugatan perceraian yang diajukan

Yustitic Tri Hartini. Karena majelis hakim pengadilan agama mojokerto
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berpedoman pada “Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menjelaskan tentang
keseragaman amar putusan tentang cerai karena murtad (keluar dari islam) berbunyi:
“menjatuhkan talag satu ba’in sughra.’

Dari pertimbangan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dalam
memutuskan perkara mengenai cerai gugat karena isteri murtad dengan
menggunakan amar putusan falag bain sughra, maka majelis hakim pengadilan
agama mojokerto kurang begitu tepat. karena sebclum salah satu pihak
melakukan murtad, perkawinan tetap sah dan putusan fasakh tersebut tidak
berlaku surut sebagaimana ketentuan dalam pasal 75 KHI yang menyatakan
bahwa kcputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang
batal karena salah satu pihak murtad.® Penyelesainan masalah murtad ini
menjadi wewenang pengadilan agama dan menurut undang-undang perkawinan
serta aturan pelaksanaannya disclesaikan, seperti menyelesaikan perceraian
biasanya. Seclanjutnya perkawinan yang dibatalkan tersebut diputus oleh
pengadilan dengan putusan fasakh. Amar putusan perceraian yang alasannya
disebabkan karena riddah (murtad) adalah fasakh bukan falag ba’in sughra,
secbagaimana termuat dalam buku “Permasalahan Hukum Pada Pengadilan

Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar’iyyah Aceh” dari hasil

3> Mahkamah Agung, Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam
Empat Lingkungan Peradilan, Lidisi 2007, 2009
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Rekernas Mahkamah Agung RI. Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagai
ralat terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 153

huruf (m).



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya

dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pada perkara nomor 0494/Pdt.G/2009/PA.Mr mengenai cerai gugat karena
isteri murtad, hakim pengadilan agama mojokerto memutuskan perceraian
tersebut menggunakan amar putusan falaq ba’in sughra. Hal ini didasarkan
pada pertimbangan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan h) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan
majelis hakim PA Mojokerto kurang memperhatikan pasal lain yaitu pasal 75
KHI.

Pada perkara No.0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, Majelis Hakim PA Mojokerto
mengadili dan memutus perkara ccrai gugat karena isteri murtad dengan
menggunakan amar putusan falaqg bain sughra gugatan perceraian yang
diajukan penggugat, maka majelis hakim pengadilan agama mojokerto
kurang begitu tepat. Karena hakim hanya berpedoman pada “Buku II
Pedoman Pclaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat
Lingkungan Peradilan Edisi 2010” yang menjelaskan tentang keseragaman

amar putusan tentang cerai karena murtad (keluar dari islam) berbunyi:
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“menjatuhkan falag satu ba’in sughra. Tetapi majelis hakim tidak
memperhatikan buku “Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama
Se Indonesia dan Mahkamah Syar’iyyah Aceh” dari hasil Rekernas
Mahkamah Agung RI. Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagai ralat
terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 153
huruf (m).

B. Saran

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim pengadilan agama lebih
teliti dalam mempertimbangkan dan setiap perkara yang akan diputuskan.
Schingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan
tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi
kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini .
dapat disclcsaikan dengan baik schingga tidak membawa akibat terhadap

perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.
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